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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG
. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUJ\: 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan PeratlJran Gubernur NomoI' 47 Tahun 2013, telah'
ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;

b. bahwa sesuai Ketentuan Bab IV Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam
Negeri NomoI' 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaari;· .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan PeratL:ran Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang NomoI' 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang NomoI' 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang NomoI' 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang NomoI' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
NomoI' 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang NomoI' 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ihukota Ja:<arta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
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8. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Perilbentukan Peratliran
Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nemer 20 Tahun 2004 tentang· Rencana Kerja
Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nemer 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lambaga;

11. Peraturan Pemerintah Nemer 58 Tahun 2005 tentang Pengelelaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nemer 65 Tahun 2005 tentang Pedeman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Pemerintah Nemer 8 Tahun 2006 tentang Pelaperan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Keta;

15. Peraturan Pemerintah Nemer 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Presiden Nemer 39 Tahun 2013 tentang Remcana Kerja
Pemerintah Tahun 2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedeman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri~emer 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nemer 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedeman
. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2014;

20. Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2007 tentang Pekek-pekek Pengelelaan
Keuangan Daerah; .

21. Peraturan Daerah Nemer 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

22. Peraturan Daerah Nemer 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

23. Peraturan Daerah Nemer 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;

24. Peraturan Daerah Nemer 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

25. Peraturan Gubernur Nemer 70 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata·
. Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; .

26. Peraturan Gubernur Nemer 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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27. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014;

28. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014.

Pasall

Ketentuan dalam Lamplran Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 20'13
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasalll

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundsngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mel 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3Juni 20,4

Pli. SEKRETARIS DAERAH PROVJNSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN2014 NOMOR 73007

, Sallnan sesuai dengan aslinya
KEPALA §J~~C~~)/~l:!~ SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSrto.""""",""sus IBUKQTA JAKARTA

ii.' ;\ ~ ,~ JA.VA RAYA ~

'" ~ M:!I""''" I_~' -
~ ~ 1\ J~J
{, cl"8RbAAH't;YU

.'I'R'] , ,*' /;,. II.". . ,1,9-517.i1·~~8' 85032003
<-.,../,------- ~'

~€'rARIAi\l~


